
LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2020-2025

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat

INDIKATOR TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)

950,908 962,780 975,848 988,819 1,002.591 1,016,267

Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas 22% 24% 26% 27% 28% 30%

Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi (ton/tahun)

209,200 231,067 253,721 266,981 280,725 304,880



II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara barat

INDIKATOR TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)

950,908 962,780 975,848 988,819 1,002.591 1,016,267

Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam
Jakstranas

40% 45% 51% 57% 64% 70%

Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi (ton/tahun)

380,363 433,251 497,683 563,627 641,658 711,387

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH

1. PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGURANGAN DAN PENANGANAN SRT - SSSRT 2020 – 2025

NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Strategi Umum

a. Menyusun
norma, standar,
prosedur dan
kriteria dalam
pengurangan
SRT dan SSSRT;

1) Penyusunan dan kaji ulang
standar atau kriteria teknologi
ramah lingkungan yang tepat
guna (best practicable
technology) dalam pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.

Dokumen/
Tahun

1 1 1 1 1 1 DLHK

2) Penyusunan dan kaji ulang
standar sarana dan prasarana
pengurangan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga,
meliputi:

1) Pembatasan timbulan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

Dokumen/
Tahun

1 1 1 1 1 1 DLHK

2) Pendauran ulang Sampah
RumahTangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

Dokumen/
Tahun

1 1 1 1 1 1 DLHK

3) Pemanfaatan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah  Tangga.

Dokumen/
Tahun

1 1 1 1 1 1 DLHK



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
3) Penyusunan dan kaji ulang

standar prosedur operasional
Pengurangan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah RumahTangga,
meliputi:

a) Pembatasan timbulan Sampah
RumahTangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

Dokumen/
Tahun

1 1 1 1 1 1 DLHK

b) Pendauran ulang Sampah
RumahTangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

Dokumen/
Tahun

1 1 1 1 1 1 DLHK

c) Pemanfaatan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah  Tangga.

Dokumen/
Tahun

1 1 1 1 1 1 DLHK

4) Penetapan sistem pemantauan
dan evaluasi kegiatan
pengurangan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah
Tangga,meliputi:

a) Pembatasan timbulan Sampah
RumahTangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

Dokumen/
Tahun

1 1 1 1 1 1 DLHK

b) Pendauran ulang Sampah
RumahTangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

Dokumen/
Tahun

1 1 1 1 1 1 DLHK



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
c) Pemanfaatan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah  Tangga.

Dokumen/
Tahun

1 1 1 1 1 1 DLHK

b. Penguatan
koordinasi  dan
kerja   sama
antara
Pemerintah
Provinsi  dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota;

1) Penyusunan keputusan
bersama, peraturan bersama,
atau kerja sama dalam:

a) Pembatasan timbulan,
Pendauran ulang dan
Pemanfaatan  kembali Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

Dokumen/
Tahun

10 0 0 0 0 0 DLHK  Gubernur
 Bupati/Wali

kota Se prov.
NTB

 Biro
Kerjasama

 Biro Hukum
 DLH

Kab/Kota
 Bagian

Hukum
Kab/Kota

 Bagian
Pemerintaha
n Kab/Kota

b) Anggaran pengurangan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
yang meliputi Pembatasan
timbulan, Pendauran ulang dan
Pemanfaatan  kembali Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

Disesuaikan dengan perencanaan dan kemapuan
keuangan daerah

 Gubernur
 Bupati/Wal

ikota

 DLHK
 DLH

Kab/Kota

c. Penguatan Penguatan komunikasi eksekutif Pertemuan/ 2 2 2 2 2 2  Sekda Prov.



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
komitmen
lembaga
eksekutif dan
legislatif  di
daerah dalam
penyediaan
anggaran
pengurangan
SRT  dan SSS RT;

dan legislatif dalam pengelolaan
sampah di Provinsi dan daerah dan
pelaksanaan forum komunikasi di
tingkat Provinsi dan daerah

Tahun NTB

d. Peningkatan
kapasitas
kepemimpinan,
kelembagaan,
dan sumber
daya   manusia
dalam    upaya
pengurangan
SRT  dan SSS RT;

1) Advokasi pengurangan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
kepada:

a) Pemerintah Provinsi K/L 1 1 1 1 1 1 DLHK Semua OPD

b) Pemerintah Kabupaten  dan
Kota

Daerah 10 10 10 10 10 10 DLHK Semua OPD

c) DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota

Daerah 10 10 10 10 10 10 DLHK Semua DPRD

2) Pelaksanaan training of trainer
pengurangan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga melalui
kegiatan pendauran ulang, dan
pemanfaatan kembali Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
di:

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 DLHK DLH Kab/Kota

3) Pembentukan Bank Sampah
Unit

Unit 334 334 334 334 0 0 DMPD  DLHK



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
4) Pembentukan Bank Sampah

Induk Kabupaten/Kota
Unit 7 0 0 0 0 0 DLHK Biro

Kerjasama,
DPMPTSP,
DISPERIN,
DISTANBUN,
DISNAK

Penguatan Bank Sampah Induk
Kabupaten/Kota

Unit 10 10 10 10 10

5) Penguatan Bank Sampah Induk
Regional Provinsi

Unit 2 2 2 2 2 2 DLHK Biro
Kerjasama,
DPMPTSP,
DISPERIN,
DISTANBUN,
DISNAK

e. Sistem
informasi;

Pembentukan jejaring Provinsi
data operasional bank sampah dan
TPS3R yang diintegrasikan dengan
Sistem Informasi Lingkungan
Hidup (SILH) di Provinsi NTB

Paket 1 0 0 0 0 0 DLHK DISKOMINFO

Pengembangan jejaring Provinsi
data operasional bank sampah dan
TPS3R yang diintegrasikan dengan
Sistem Informasi Lingkungan
Hidup (SILH) di Provinsi NTB

Paket 1 1 1 1 1 DLHK DISKOMINFO

f. Penguatan
keterlibatan
masyarakat
melalui
komunikasi,
informasi, dan
edukasi;

1) Peningkatan pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga melalui KIE
secara formal dan informal

Kabupaten/
Kota

10 10 10 10 10 10 DLHK

2) Pengembangan kegiatan
pendauran ulang dan
pemanfaatan kembali Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
skala rumah tangga dan skala
permukiman berbasis

Kabupaten/
Kota

10 10 10 10 10 10 DLHK  DPMPD&DU
KCAPIL

 DPMPDes
Kab/Kota



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
masyarakat

3) Pengembangan kegiatan
pendauran ulang dan
pemanfaatan kembali Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
skala rumah tangga dan skala
permukiman berbasis Kawasan

Kabupaten/
Kota

10 10 10 10 10 10 DLHK  DPMPD&DU
KCAPIL

 DPMPDes
Kab/Kota

4) Edukasi antara lain melalui
pendidikan ekstrakurikuler,
perpustakaan berjalan,
pelatihan untuk PKK,
kurikulum mata pelajaran, dan
taman edukasi

Kabupaten/
Kota

10 10 10 10 10 10 Dinas
Pendidikan

DLHK

5) Kampanye, Sosialisasi, Clean
Up

Kegiatan 100 100 100 100 100 100 DLHK DLH Kab/Kota,
KSM

6) Penetapan kawasan bebas
sampah di lingkungan
perkantoran, sekolah dan
tempat ibadah
a. Perkantoran OPD

Pemerintah Provinsi
Unit 11 11 11 12 - - DLHK OPD Provinsi

b. Sekolah SMA dan SMK Unit 158 158 158 161 - - DIKBUD  DLHK
 Biro KESRA

c. Tempat Ibadah Unit 30 30 30 30 - - Biro KESRA DLHK
g. Penerapan dan

pengembangan
sistem insentif
dan  disinsentif
dalam
pengurangan SRT
dan SSS RT; dan

1) Integrasi bank sampah menjadi
UKM lingkungan hidup untuk
mendapatkan KUR

Unit/Tahun - 10 10 10 10 10 Dinas
Koperasi dan
UKM

 DLHK
 Pemkab/Kot

a
 Pelaku

Usaha



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
2) Penerapan sistem

insentif/disinsentif untuk
produsen yang melaksanakan
dan/atau tidak melaksanakan
kewajiban dalam pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

Produsen/
Tahun

- 10 10 10 10 10 DLHK  DPMPTSP
 Perindustria

n
 Dinas

Perdagangan
 Pemkab/Kot

a

3) Penerapan sistem insentif
untuk upaya pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga berbasis
masyarakat melalui kegiatan
pendauran ulang dan
pemanfaatan kembali Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

Orang/
Kelompok
/Badan

Usaha (per
Tahun)

- 10 10 10 10 10 DLHK  DPMPTSP
 Perindustria

n
 Dinas

Perdagangan
 Pemkab/Kot

a

4) Penerapan sistem insentif bagi
kabupaten/kota yang
melakukan pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga berbasis
masyarakat

Kabupaten/
Kota/Tahun

- 10 10 10 10 10 Setda Prov.
NTB

 DLHK
 DPMPTSP
 Perindustria

n
 Dinas

Perdagangan
 Pemkab/Kot

a

5) Penerapan sistem insentif
untuk upaya pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga berbasis
kawasan melalui kegiatan
pendauran ulang dan

Kawasan/
Tahun

- 1 1 1 1 1 Setda Prov.
NTB

 DLHK
 Bapeda
 DPMPTSP
 Perindustria

n
 Dinas

Perdagangan
 Dinas



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
pemanfaatan kembali Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
(beyond compliance)

Pariwisata
 Pemkab/Kot

a

h. Penguatan
komitmen pelaku
usaha melalui
penerapan
kewajiban
produsen dalam
pengurangan SRT
dan SSSRT.

Pengembangan dan Penerapan
Kebiiakan kewajiban produsen
dalam pengurangan sampah,
meliputi:

1) Pengembangan dan penerapan
peta jalan persepuluh tahunan
kewajiban produsen dalam
pengurangan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Produsen/
Tahun

- 3 3 3 3 3 DISPRIN,
DISDAG

 DPMPTSP
 Pemkab/Kot

a

2) Pengembangan pilot project
kewajiban produsen dalam
pengurangan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah RumahTangga

Produsen/
Tahun

- 3 3 3 3 3 DISPRIN,
DISDAG

 DPMPTSP
 Perindustria

n
 Dinas

Perdagangan
 Pemkab/Kot

a

2. Peningkatan
kinerja
Penanganan
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Sampah Rumah
Tangga

a. menyusun
norma,
standar,
prosedur,      dan
kriteria dalam
penanganan
SRT dan   SSSRT;

1) Penyusunan regulasi
pengelolaan sampah regional

Dokumen - 1 - - - - DLHK  Biro Hukum
 Bappenda

2) Fasilitasi penyusunan kajian Dokumen 0 2 2 2 2 1 DLHK  Biro Hukum



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
dan standar retribusi jasa
pelayanan penanganan sampah
kabupaten/kota

 Bappenda

3) Fasilitasi penyusunan kajian
dan standar atau kriteria
teknologi ramah lingkungan
yang terbaik (best available)
dalam penanganan sampah
kabupaten/kota

Dokumen 0 2 2 2 2 2 DLHK  DPUPR
 Bappeda
 DISPERIN

4) Penyusunan prosedur
penanganan dan pengujian
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga yang
terkontaminasi limbah B3
dalam rangka penegakan
hukum.

Dokumen 0 0 1 0 0 0 DLHK DLH Kab/Kota

5) Fasilitasi penyusunan dan kaji
ulang standar sarana dan
prasarana penanganan sampah

Dokumen 0 1 0 0 0 1 DLHK

6) Fasilitasi penyusunan dan kaji
ulang prosedur operasional
standar penanganan sampah

Dokumen 0 1 0 0 0 1 DLHK

7) Penyusunan dan kaji ulang
standar kompetensi
pelaksanaan kegiatan
penanganan sampah.

Dokumen 0 1 0 0 0 1 DLHK

8) Menetapkan sistem
pemantauan dan evaluasi

Paket 1 0 0 0 0 0 DLHK



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
kegiatan penanganan sampah

9) Penyusunan pedoman
konversi sampah menjadi
energy (PLTSa termal,
pemanfaatan biogas, RDF,
dan/atau teknologi lain yang
tersedia)

Dokumen 1 0 0 1 0 0 DESDM  DLHK
 DISPERIN

10) Penyusunan pedoman daur
ulang dan pengolahan
sampah

Dokumen 1 0 0 1 0 0

b. Penguatan
koordinasi    dan
kerjasama
antara
Pemerintah
Provinsi   dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota;

(1) Penetapan perjanjian kerjasama
mengenai koordinasi
penanganan sampah

Dokumen 10 0 0 0 0 0 DLHK dan
DLH
Kabupaten/K
ota

 Biro
Kerjasama

 Biro Hukum
 Bagian

Hukum
 Bagian

Pemerintaha
n

(2) Pembangunan TPA Regional
berbasis daur ulang dan
pengolahan (TPST Skala besar)

Unit 1 0 0 0 0 1 DPUPR  DLHK
 BPKAD
 Bakesbangpo

ldagri
(3) Pengembangan TPA Regional

Kebon Kongok
Unit 0 0 1 0 0 0 DPUPR DLHK

BPKAD
Bakesbangpold
agri
DLH Kab/Kota

(4) Pembangunan TPST Regional Unit 3 3 3 3 3 3 DLHK

c. penguatan
komitmen
lembaga

Penguatan komunikasi eksekutif
dan legielatif dalam penanganan

Pertemuan/
Tahun

2 2 2 2 2 2 Sekda Prov.
NTB

 Bappeda
 BPKAD
 Bappenda



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
eksekutif    dan
legislatif  di
daerah  dalam
penyediaan
anggaran
penanganan
SRT  dan SSS RT;

sampah  LHK

d. peningkatan
kapasitas
kepemimpinan,
kelembagaan,
dan sumber
daya   manusia
dalam
penanganan
SRT dan  SSSRT;

DIklat penanganan sampah untuk
aparat pemerintah.

Kegiatan 1 2 2 2 2 2 BPSDM DLHK

e. penguatan
keterlibatan
masyarakat
melalui
komunikasi,
informasi  dan
edukasi;

1) Kampanye Peningkatan
kemauan membayar
(willingness to pay) masyarakat
untuk membayar jasa layanan
pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Kegiatan 2 2 2 2 2 2 DLHK Pemkab/Kot

f. Penerapan   dan
pengembangan
skema   investasi,
operasional, dan
pemeliharaan;

1) Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha melaui:

a) Peningkatan penyertaan
modal BUMD dalam
Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis

Perusahaan - - 1 - - - - BUMD  DLHK
 Bappeda
 DPUPR



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sampah Rumah Tangga

b) Penerapan skema insentif
atau kredit lunak untuk
swasta yang berinvestasi
dalam pembangunan
dan/atau operasionalisasi
TPA/TPST dan/atau
Intermediate Treatment
Facilities (ITF)

Perusahaan - - - 1 - - - BUMD  DLHK
 Bappeda
 DPUPR

2) Peningkatan peran pelaku
usaha melalui tanggung jawab
sosial dan lingkungan untuk
penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah RumahTangga

Pelaku
Usaha

3 3 3 3 3 3 3 DLHK

g. penguatan
penegakan
hukum;

1) Peningkatan kapasitas aparat
penegak hukum dalam
penanganan sampah antara
lain Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup, Satuan
Polisi Pamong Praja,  jaksa,
polisi, pegawai pada Dinas
Perhubungan diwilayah
provinsi dan  kabupaten/kota
.

Orang 5 5 5 5 5 5 DLHK  BPSDM
 Pol PP
 Dinas

Perhubunga
n

2) Pengawasan terhadap ketaatan
dalam pelaksanaan operasional
penanganan Sampah

Kabupaten/
Kota

10 10 10 10 10 10 1
0

DLHK  Pemkab/Kot
a

 Polri



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
h. penguatan

keterlibatan
dunia    usaha
dalam
penanganan SRT
dan SSSRT
melalui  mitraan
dengan
Pemerintah Pusat
dan/  atau
Pemerintah
Kabupaten/ Kota;

Pengintegrasian pengurusan izin
penanganan Sampah ke dalam
lembaga perizinan terpadu satu
pintu di seluruh Kabupaten/kota.

Kabupaten/
Kota/Tahun

- 2 2 2 2 2 1
0

DLHK  Pemkab/Kot
a

i. penerapan
teknologi
penanganan
SRT  dan   SSSRT
yang ramah
lingkungan dan
tepat  guna; dan

1) Pelaksanaan diseminasi
informasi teknologi penanganan
Sampah

Kabupaten/
Kota

- 10 10 10 10 10 1
0

DLHK  Pemkab/Kot
a

2) Penelitian dan Pengembangan
teknologi penanganan  Sampah

Dokumen 0 1 1 1 1 1 1DLHK OPD Provinsi

3) pembangunan penerapan
teknologi penanganan  Sampah
meiputi:

a) Pembangunan PLTSa
Teknologi Termal

unit 1 DLHK DESDM

b) Penangkapan dan
pemanfaatan gas metana
menjadi sumber energy
listrik di TPA

Kab/Kota - 2 2 2 2 2 -  DLHK
 DESDM

 DPUPR
 Bappeda
 DLH

Kab/Kota

c) Pemanfaatan sampah TPA/TPST 3 3 6 6 6 6 1
0

DESDM  Dinas PUPR
 Bappeda



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
menjadi bahan bakar
(RDF, BBM atau bentuk
lain)

 DLHK

d) Pengembangan kegiatan
daur ulang di TPA

1 2 2 2 2 2 DLHK Bappeda

e) Pengembangan kegiatan
Pengolahan sampah di TPA
(BSF, Kompos, dan
pengolahan lain)

1 2 2 2 2 2 DLHK Bappeda

f) Perbaikan kinerja
Pengolahan Lindi
TPA/TPST

1 2 2 2 2 2 DLHK Bappeda

j. Penerapan
teknologi
pemilahan,
pengumpulan,
pengolahan, dan
pemrosesan akhir
yang ramah
lingkungan
menjadi energy
terbarukan

1) Pembentukan mekanisme dan
sistem insentif/disinsentif
untuk penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
yang meliputi pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, dan pemrosesan
akhir

Dokumen - - 1 - - - - DLHK  Dinas PUPR
 Bappeda
 Dinas ESDM

2) Pembentukan dan penerapan
sistem insentif untuk
penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
berbasis masyarakat

Kabupaten/
Kota

- - - 10 10 10 1
0

DLHK Pemkab/kota

3) Pembentukan dan penerapan
sistem isinsentif bagi
kabupaten /kota yang

Kabupaten/
Kota

- - - 10 10 10 1
0

DLHK Pemkab/kota



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
melakukan penanganan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga berbasis
masyarakat

4) Pembentukan dan penerapan
sistem insentif bagi pengelola
kawasan yang melakukan
pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
berbasis kawasan melalui
kegiatan pemilahan,
pengumpulan, dan
pengangkutan

Kawasan - - - 2 2 2 2DLHK Pengelola
kawasan
Pemkab/Kota

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH

2. PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SUNGAI, PESISIR DAN KAWASAN KHUSUS 2020 –
2025

NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Strategi Umum

Menyusun norma,
standar, prosedur dan
kriteria dalam
pengelolaan sampah
sungai, pesisir dan
kawasan khusus

1) Penyusunan Kesepahaman
Bersama (MoU) untuk
pengelolaan sampah sungai dan
pesisir

Dokumen/
Tahun

0 1 0 0 0 0 DLHK  Biro Hukum
 Biro Kerjasama
 BWS
 BPDAS

2) Fasilitasi Penyusunan Peta Jalan
pengelolaan sampah dan
normasilsasi sungai

Dokumen/
Tahun

0 0 1 0 0 0 DPUPR DLHK

3) Fasilitasi Penyusunan Peta Jalan
pengelolaan sampah pesisir

Dokumen/
Tahun

0 0 1 0 0 0 DKP  DLHK
 BPDAS

4) Fasilitasi Penyusunan Peta Jalan
pengelolaan sampah Kawasan
Khusus

Dokumen/
Tahun

0 0 1 0 0 0 DLHK DPUPR

2. Peningkatan
Kinerja
Pengelolaan
Sampah
Sungai, Pesisir
dan Kawasan
Khusus

Penguatan
keterlibatan
masyarakat     melalui
komunikasi, informasi
dan   edukasi;

1) Penguatan kapasitas
komunitas/kelompok
masyarakat dalam pengelolaan
sampah sungai, pesisir dan
kawasan khusus

Kelompok/
Tahun

0 20 20 20 20 20 DLHK  DISPAR
 DKP
 BWS
 BKSDA



NO ARAH
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TAHUN

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

2020 2021 2022 2023 2024 2025
2) Kampanye, Sosialisasi, Clean Up

di sungai, pesisir dan Kawasan
Khusus

Kegiatan 10 10 10 10 10 10 DLHK  DKP
 DISPAR
 DLH Kab/Kota,

KSM

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
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